POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH

ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM PROSES






1. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh
advokat untuk  melakukan pendampingan saksi dalam proses penyidikan
untuk saat ini berada di luar KUHAP. Mengacu pada Pasal 8 Undang-
Undang  No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dicantumkan
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu penyidik.
Adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia semakin memperkuat dan menjadi dasar penyidik untuk
menghormati hak-hak klien termasuk didampingi oleh advokat ketika
menjalani pemeriksaan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) huruf (a) (Perkap)
Nomor 8 Tahun 2009 yaitu, setiap petugas yang melakukan tindakan
pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:memberikan
kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi
dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai dan Pasal 27 Ayat




atau terperiksa, petugas dilarang: memeriksa saksi, tersangka atau
terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas
persetujuan yang diperiksa. Sayangnya penyidik masih sering  mengabaikan
ketentuan ini.
Di Indonesia yang dapat memberikan jasa hukum salah satunya adalah
advokat. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal
1 butir (1) disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan butir
(2) disebutkan bahwa  jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat
berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien, maka bila seseorang menjadi saksi maka ia
berhak meminta seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses
penyidikan dan advokat wajib memberikan jasa hukum kepada saksi tesebut
sebagai kliennya.
2.  Pembaharuan hukum (ius constituendum) terkait dengan pendampingan
saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan merupakan  hak
asasi bagi setiap orang dalam mendapatkan jasa hukum, untuk itu harus
dimasukkan serta diatur dalam RUU KUHAP agar menjadi legitimasi dalam
proses penerapan di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum  wajib




fulfill) hak asasi manusia (human rights) serta menghasilkan prosedur
hukum yang adil untuk mencapai keadilan.
B. SARAN
1. Bagi masyarakat yang tersangkut perkara hukum pidana, memiliki hak yang
dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga bila dirasa perlu bisa
saja meminta pendampingan advokat maupun lembaga lain yang bergerak
dibidang bantuan hukum lain. Bagi advokat yang dipercaya masayarakat
dalam memberikan jasa hukum harus profesional serta bertindak sesuai
peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menjalankan
profesinya tersebut. Bagi penyidik sebagai aparatur negara yang diberi
kewenangan oleh undang-undang harus lebih memperhatikan ketentuan
yang menyangkut hak seseorang,  berlaku  adil serta manusiawi;
2. Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang atau
peraturan  lainnya memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban
seseorang serta harmonisasi dengan undang-undang atau peraturan  lainnya
sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Dalam
RUU KUHAP sebaiknya dalam bagian Penyidikan dalam RUU KUHAP
dapat disisipkan pasal yang mengatur tentang pendampingan tersebut secara
tegas dan jelas. Contoh : “Penyidik dalam melakukan  pemeriksaan
terhadap saksi, tersangka  atau terperiksa wajib memberikan kesempatan
terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan
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